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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Gratifikasi mengacu pada kategori luas hadiah yang mencakup penyediaan 

uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, akomodasi, 

paket liburan, layanan medis gratis, dan berbagai manfaat lainnya. Gratifikasi ini 

dapat diterima baik di dalam negeri maupun internasional dan dapat ditukarkan 

melalui metode elektronik atau cara tradisional.1 Gratifikasi didefinisikan secara 

luas sebagai segala jenis hadiah, yang dapat mencakup uang, barang, diskon, 

komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, akomodasi, perjalanan liburan, 

perawatan medis gratis, dan keuntungan lainnya. Hadiah ini dapat diterima di dalam 

negeri atau di luar negeri dan dapat diberikan melalui metode elektronik atau 

transaksi tatap muka :2 

1. Gratifikasi yang tergolong sebagai suap adalah yang diterima oleh aparat 

pemerintah atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan posisinya dan 

bertentangan dengan tanggung jawab atau tugasnya, sesuai dengan ketentuan 

dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. Kejahatan. Undang-undang ini menyatakan, “Pegawai Negeri Sipil 

atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah, meskipun mereka 

mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah itu diberikan karena 

 
1 Team Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta Barat: 2007, hlm. 298. 
2 Ibid., hlm. 301.  
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perbuatannya atau kelambanannya dalam jabatannya yang bertentangan dengan 

kewajibannya.” 

2. Gratifikasi yang tidak termasuk suap mencakup penerimaan oleh aparatur 

pemerintah atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan posisinya, 

namun tidak melanggar tanggung jawab atau kewajibannya.e 

Tindak pidana gratifikasi bermula dari tindak pidana suap (omkoping) yang 

tertuang dalam KUHP. KUHP mengkategorikan suap menjadi dua golongan, yaitu 

menerima suap dan memberi suap. Perbuatan tersebut termasuk dalam tindak 

pidana kewenangan umum (Bab VIII Buku II), khususnya Pasal 209 dan 210. 

Kelompok kedua, yang dikenal dengan suap pasif (passieve omkoping), melibatkan 

pegawai negeri sipil sebagai penerima suap. Kategori ini juga termasuk dalam 

kejahatan yang berkaitan dengan tugas resmi.3 

Tindakan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara atau penyelenggara 

negara dalam menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya dikenal sebagai 

kepegawaian. Dalam menjalankan tugasnya, para pejabat tersebut sering kali 

menemui gratifikasi. Untuk mengatasi hal ini, gratifikasi yang tidak termasuk suap 

dibagi menjadi dua subkategori: gratifikasi yang tidak berkaitan dengan jasa yang 

diberikan dan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan. Gratifikasi bukan suap 

yang berkaitan dengan kegiatan kedinasan antara lain adalah penerimaan yang 

berasal dari :4 

 
3 Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Bandung, 2008, hlm. 169. 
4 David Daniel Paruntu, Tolak Ukur Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana 

Gratifikasi, Jurnal Hukum Lex Crimen, Vol.3, No.2, 2014, hlm.47. 
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1. Hadiah dari pihak lain berupa cinderamata yang diterima pada saat kegiatan 

resmi. 

2. Santunan dari pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan kedinasan, antara lain 

honorarium, transportasi, akomodasi, dan pengeluaran lainnya sesuai dengan 

standar biaya instansi penerima, sepanjang tidak terjadi pendanaan ganda, 

benturan kepentingan, atau pelanggaran peraturan yang berlaku di lingkungan 

instansi penerima. 

Pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib melaporkan setiap 

gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam 

jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaannya. 

Persyaratan itu selaras dengan Pasal 12C ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto 

UU Nomor 20 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa laporan harus disampaikan 

oleh penerima gratifikasi dalam jangka waktu 30 hari. Peraturan yang mewajibkan 

pelaporan gratifikasi adalah :5 

1. Penyelenggara Negara 

 

Penyelenggara Negara adalah pejabat yang memiliki tanggung jawab dalam 

melaksanakan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, serta peran lainnya yang 

terkait dengan penyelenggaraan negara, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 1999). Klasifikasi pada UU No. 28 1999 (Pasal 1 Ayat 2) merinci lebih lanjut 

jabatan-jabatan lain yang memenuhi syarat sebagai Penyelenggara Negara, yaitu::6 

 
5 Martiman Prodjohamidjojo,  Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi, 

Bandung: Mandar Maju, 2001, hlm. 99. 
6 Ibid., hlm. 102. 
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a. Pejabat Negara di Lembaga Tertinggi Negara. Saat ini, setelah Amandemen 

ke-4 Undang-Undang Dasar 1945, istilah Lembaga Tertinggi Negara sudah 

tidak digunakan lagi. Institusi yang dimaksud di sini adalah : 

1) Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 

3) Menteri; 

4) Gubernur; 

5) Hakim; 

6) Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, seperti Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar 

negeri yang bertindak sebagai Duta Besar Luar Biasa dengan 

wewenang penuh, serta Wakil Gubernur dan Bupati/Walikota; dan 

7) Pejabat lain yang memiliki peran strategis terkait dengan 

penyelenggaraan negara, sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, mencakup Direksi, Komisaris, 

dan pejabat struktural lainnya di Badan Usaha Milik Negara dan 

Badan Usaha Milik Daerah; 

b. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan 

Nasional; 

c. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri; 

d. Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, 

militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

e. Jaksa; 



5 

 

 

 

f. Penyidik; 

g. Panitera Pengadilan; dan 

h. Pemimpin dan bendaharawan proyek. 

Saat ini, jabatan seperti Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan, dan 

Panitia Penerima Barang termasuk dalam kategori Penyelenggara Negara. Selain 

itu, Penjelasan Pasal 11 huruf (a) UU Nomor 30 Tahun 2002 memuat Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Penyelenggara Negara. Sebagian besar 

masyarakat Indonesia masih belum terbiasa dengan konsep gratifikasi, sehingga 

penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap 

sebagai suap, terutama jika pemberian tersebut berkaitan dengan jabatannya dan 

bertentangan dengan tugas atau tanggung jawabnya. Contoh hadiah yang dapat 

dianggap sebagai gratifikasi antara lain :7 

1. Memberikan uang sebagai hadiah/uang sebagai ucapan terima kasih; 

2. Hadiah atau sumbangan yang diberikan kepada pejabat untuk pernikahan 

anaknya; 

3. Tiket perjalanan gratis yang diberikan kepada pejabat/PNS atau keluarganya 

untuk keperluan pribadi; 

4. Diskon khusus bagi PNS/pejabat atas barang atau jasa dari vendor; 

5. Menanggung biaya ibadah haji bagi PNS/pejabat sejawatnya; 

6. Cinderamata atau hadiah yang diberikan kepada pejabat/PNS pada saat 

kunjungan dinas; 

 
7 Eka Iskandar, Prinsip-prinsip pengembalian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana 

Korupsi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 29. 
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7. Hadiah ulang tahun atau acara pribadi dari mitra bisnis; 

8. Hadiah atau bingkisan hari raya yang diberikan kepada pejabat/PNS pada saat 

perayaan keagamaan oleh rekan kerja atau bawahannya. 

Tabel 1.1. Tabel Statitisk Tindak Pidana Gratifikasi8 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Penyelidikan 142 111 119 113 73 

Penyidikan 145 91 108 120 85 

Penuntutan 153 75 88 133 52 

Inkracht 142 92 87 141 63 

Eksekusi 136 108 89 101 72 

Sumber : Statistik Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi 

Berdasarkan tabel ini, kejahatan terkait gratifikasi mengalami penurunan. 

Pembentukan peraturan mengenai gratifikasi mencerminkan kesadaran akan 

potensi dampak negatif dan penyalahgunaannya, khususnya dalam konteks 

penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, aspek ini diatur oleh peraturan 

perundang-undangan yang menangani korupsi. Jika budaya memberi dan menerima 

gratifikasi di kalangan Jika tindakan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara 

dapat ditekan, diharapkan tindak pidana pemerasan dan suap dapat diminimalkan 

atau bahkan dihapuskan.9 

Terkait dengan tindak pidana korupsi yang melibatkan gratifikasi, salah satu 

kasus yang cukup menonjol di Indonesia adalah kasus Akil Mochtar pada tahun 

 
8  KPK, Statistik Gratifikasi, www.kpk.go.id diakses pada tanggal 10 Februari 2024 pukul 

14.00. 
9 Purwaning M. Yanuar, Pengembalian Aset Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti 

Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia, (Bandung: Alumni), 2007, hlm. 104. 

http://www.kpk.go.id/
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2014 yang selaku Ketua Mahkamah Konstitusi RI menerima gratifikasi. Akil 

Mochtar, terdakwa, divonis penjara seumur hidup. Dalam penelitian ini, penulis 

mengacu pada dua putusan pengadilan untuk membantu dalam mengatasi masalah 

penelitian. Keputusannya adalah Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby dan Nomor 

87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg. 

 

Studi kasus pertama, Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby, 

melibatkan Saiful Ilah, mantan Bupati Sidoarjo, yang melakukan tindakan 

gratifikasi mandiri yang melibatkan banyak pelanggaran. Ia menerima sejumlah Rp. 

44.212.802.754,24 dari gabungan Kepala SKPD/OPD, Kepala Seksi Sekretariat 

Daerah, Camat, dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten 

Sidoarjo. Penerimaan tersebut berkaitan dengan kedudukannya dan bertentangan 

dengan tugasnya sebagai mantan Bupati Sidoarjo, sebagaimana diatur dalam Pasal 

12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi, diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tipikor. 31 Tahun 1999 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. 

Pada studi kasus kedua, terkait Putusan Nomor 87/Pid.Sus-

TPK/2019/PN.Smg, Muhammad Tamzil, seorang ASN dan Penyelenggara Negara 

yang menjabat Bupati Kudus masa jabatan 2018-2023, melakukan beberapa 

tindakan yang saling berkaitan. itu harus dianggap sebagai satu tindakan yang 

berkesinambungan. Ia menerima hadiah atau janji khusus berupa uang yang dicicil 

sejumlah Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari Akhmad 
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Shofian. Diketahui atau patut diduga pemberian atau janji tersebut diberikan karena 

kuasa atau wewenang yang berkaitan dengan jabatannya, merupakan tindak pidana 

berdasarkan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999. 20 Tahun 2001, jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. 

Penegakan peraturan gratifikasi menghadapi tantangan besar karena masih 

banyak masyarakat Indonesia yang menganggap pemberian hadiah sebagai hal 

yang biasa. Secara sosiologis, pemberian bukan hanya merupakan hal yang lumrah 

namun juga memainkan peran penting dalam meningkatkan 'kohesi sosial' dalam 

komunitas dan bahkan antar negara. Kasus ini memotivasi penulis untuk 

mengeksplorasi topik tersebut lebih jauh dalam Skripsi berjudul : “Pertimbangan 

Unsur Tindak Pidana Gratifikasi Kepada Pejabat Negara (Studi Putusan 

Hakim Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby dan Putusan Nomor 87/ Pid.Sus-

TPK /2019/PN.Smg).” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis hendak mengangkat 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pembuktian unsur tindak pidana gratifikasi kepada pejabat negara pada 

putusan Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby dan Putusan Nomor  87/ 

Pid.Sus-TPK /2019/PN.Smg? 

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana gratifikasi kepada 

pejabat negara pada Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby dan Putusan 

Nomor  87/ Pid.Sus-TPK /2019/PN.Smg? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang sudah Penulis rumuskan diatas, maka 

dapat penulis jabarkan tujuan dari penelitian tersebut, yaitu: 

1. Pada studi kasus kedua, terkait Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg, 

Muhammad Tamzil, seorang ASN dan Penyelenggara Negara yang menjabat 

Bupati Kudus masa jabatan 2018-2023, melakukan beberapa tindakan yang 

saling berkaitan. itu harus dianggap sebagai satu tindakan yang 

berkesinambungan. Ia menerima hadiah atau janji khusus berupa uang yang 

dicicil sejumlah Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari 

Akhmad Shofian. Diketahui atau patut diduga pemberian atau janji tersebut 

diberikan karena kuasa atau wewenang yang berkaitan dengan jabatannya, 

merupakan tindak pidana berdasarkan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. 20 Tahun 2001 jo Pasal 

65 ayat (1) KUHP. 

2. Penegakan peraturan gratifikasi menghadapi tantangan besar karena masih 

banyak masyarakat Indonesia yang menganggap pemberian hadiah sebagai hal 

yang biasa. Secara sosiologis, pemberian bukan hanya merupakan hal yang 

lumrah namun juga memainkan peran penting dalam meningkatkan 'kohesi 

sosial' dalam komunitas dan bahkan antar negara. Hal inilah yang memotivasi 

penulis untuk mengeksplorasi topik tersebut lebih jauh dalam Skripsi berjudul. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Temuan-temuan penelitian yang disajikan dalam Skripsi ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu hukum di Indonesia, 

khususnya dalam meningkatkan pengetahuan dalam bidang hukum acara 

pidana. Skripsi ini diharapkan dapat memperluas pemahaman dan 

memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat Indonesia mengenai 

tindak pidana gratifikasi yang melibatkan pejabat negara dalam sistem 

hukum pidana negara. 

 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan skripsi ini dapat menjadi sumber berharga bagi rekan-rekan 

mahasiswa, praktisi hukum khususnya advokat dan hakim serta pejabat 

pemerintah dan masyarakat yang terlibat dalam kasus-kasus yang berkaitan 

dengan sanksi pidana bagi mereka yang terlibat dalam tindakan gratifikasi 

terhadap pejabat negara dalam lingkup pidana Indonesia. sistem hukum. 

 

E. Kerangka Teoritis 

1. Teori Tujuan Pidana 

Tampaknya belum ada konsensus di antara para ahli hukum mengenai 

tujuan pemidanaan. Pada dasarnya, muncul tiga pandangan utama mengenai tujuan 

hukuman: untuk merehabilitasi pelaku, untuk mencegah orang lain melakukan 
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perilaku kriminal, dan untuk membuat pelaku tertentu tidak mampu melakukan 

kejahatan lebih lanjut—khususnya mereka yang perilakunya tidak dapat 

direformasi. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tujuan hukuman adalah :10 

a. Untuk mencegah individu melakukan kejahatan, baik dengan menanamkan 

rasa takut pada masyarakat umum (pencegahan umum) atau dengan 

menargetkan pelaku tertentu untuk mencegah mereka mengulangi 

perbuatannya di masa depan (pencegahan khusus); atau   

b. Mendidik atau merehabilitasi pelaku, mentransformasikannya menjadi 

individu yang berkarakter baik dan memberikan kontribusi positif kepada 

masyarakat.. 

Tujuan pemidanaan diperkirakan sebagai sarana untuk melindungi 

masyarakat, memfasilitasi rehabilitasi dan reintegrasi, memenuhi sudut pandang 

hukum adat, dan mengatasi aspek psikologis untuk meringankan rasa bersalah para 

pihak yang terlibat. Meskipun hukuman dapat menimbulkan kesusahan, namun hal 

ini tidak dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan atau mengurangi martabat 

manusia.11 

Seiring berjalannya waktu, menjadi jelas bahwa tidak hanya ada tiga teori 

hukuman; Berbagai teori yang dikemukakan oleh para sarjana hukum dapat 

dijadikan bahan pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi kepada pelanggar. Teori-

teori ini bertujuan tidak hanya untuk mencegah tetapi juga menawarkan manfaat, 

idealnya mencegah residivisme. Teori dan tujuan hukuman telah berkembang 

 
 10 Hermien Hadiati Koeswadji, Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam 

Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Jakarta: Eresco, 2008, hlm. 3. 
11  Leden Marpaung, Teori-Teori Praktik Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, 

hlm.2. 
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sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat. Seiring dengan berkembangnya 

kerangka hukum, tujuan dan persepsi hukuman mengalami perubahan, dipengaruhi 

oleh berbagai aliran pemikiran atau klasifikasi.12 

Teori ini menjadi pedoman untuk memahami tujuan dan metode hukum 

pidana, dengan salah satu tujuan utama pemidanaan adalah untuk menciptakan efek 

jera. Hal ini bertujuan untuk menanamkan rasa takut pada individu yang mungkin 

mempertimbangkan untuk melakukan tindakan yang melanggar peraturan hukum. 

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Akuntabilitas merupakan prinsip inti dalam hukum pidana yang sering 

disebut dengan “green straf zoder schuld” (tidak ada kejahatan tanpa kesalahan). 

Tanggung jawab pidana yang terjadi tanpa kesalahan apa pun di pihak pelaku 

disebut "leer van het materiele feit". KUHP tidak secara tegas mendefinisikan asas 

“green straf zoder schuld”; Namun hal ini dipahami sebagai prinsip tidak tertulis 

yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana 

mencakup dua aspek utama: pelaku perbuatan pidana (dald strafrecht) dan individu 

yang melakukan tindak pidana (dader strafrecht).13 

Menurut Andi Hamzah, seorang pelaku (dader) harus memiliki unsur 

kesalahan dan terbukti bersalah yang harus memenuhi kriteria tertentu, yaitu :14 

a. Kapasitas untuk bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan tindakan 

seseorang.   

 
12 Ibid. 
13 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta. Jakarta, 2002, hlm. 130. 
14 Roni wiyanto,  Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 2012, 

hlm.96. 
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b. Adanya hubungan psikologis antara individu dengan tindakannya, ditandai 

dengan adanya kesengajaan atau kesalahan tertentu (culpa). Pelaku memiliki 

kesadaran yang memungkinkan mereka memahami akibat dari tindakannya.   

c. Tidak ada pembenaran untuk meniadakan tindak pidana yang akan 

membebaskan seseorang dari tanggung jawab atas perbuatannya. 

 Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana tercantum 

dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dianggap 

melakukan tindak pidana jika perbuatannya sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan dalam hukum pidana. Walaupun seseorang tidak otomatis tunduk pada 

hukum pidana, kesalahannya tetap harus dibuktikan untuk menentukan apakah ia 

dapat dimintai pertanggungjawaban. Hanya dengan demikian, seseorang dapat 

dijatuhi hukuman pidana, ia harus memenuhi kriteria baik tindak pidana maupun 

pertanggungjawaban pidana. Menurut Leden Marpaung, para ahli hukum 

membedakan tiga bentuk kesengajaan (opzet) :15  

a. Permusyawaratan sebagaimana dimaksud mempunyai tujuan, pelaku dapat 

dimintai pertanggung jawaban dan apabila kesengajaan tersebut terdapat dalam 

suatu tindak pidana, maka pelaku patut dihukum. 

b. Sengaja mengetahui bahwa hal itu disengaja apabila pelaku (pelaku atau ayah) 

melalui perbuatannya tidak bermaksud untuk menimbulkan akibat yang 

menjadi dasar tindak pidana, tetapi mengetahui dengan pasti atau memiliki 

keyakinan kuat bahwa di luar akibat yang dimaksud, akan muncul akibat lain. 

 
15 Leden Mapaung,  Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 

15 
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c. Permusyawaratan dengan kesadaran akan kemungkinan (dolus eventualis). Niat 

ini juga disebut sebagai niat yang disertai kesadaran akan potensi terjadinya, di 

mana seseorang melakukan suatu tindakan dengan tujuan menghasilkan akibat 

tertentu, namun ia menyadari bahwa ada kemungkinan timbulnya akibat lain 

yang juga dilarang dan diancam sanksi oleh undang-undang. 

 Pembahasan pembuktian unsur tindak pidana gratifikasi terhadap 

penyelenggara negara dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby dan 

Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK /2019/PN.Smg. menggunakan teori 

pertanggungjawaban pidana karena tentang landasan penerapan pidana. Seseorang 

akan memikul tanggung jawab pidana apabila perbuatan atau perbuatannya 

melanggar hukum, namun seseorang dapat kehilangan sifat tanggung jawab jika 

ditemukan unsur dalam dirinya yang menyebabkan hilangnya kemampuan 

seseorang untuk melakukan tindakan tersebut. bertanggung jawab. 

3. Teori Pertimbangan Hakim 

Penalaran hakim merupakan unsur krusial dalam mencapai suatu putusan 

yang mewujudkan keadilan (ex aequo et bono) dan menjamin kepastian hukum, 

sekaligus memberikan kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, 

pertimbangan hakim perlu dirumuskan secara matang, menyeluruh, dan cermat. 

Jika pertimbangan hakim tidak komprehensif, beralasan, dan hati-hati, maka 

putusan yang dihasilkan dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah 

Agung.16 

 
16Mukti Arto, Praktek Perkara Pengadilan Negeri Cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2004, hlm. 140. 
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Hakim memerlukan bukti ketika meninjau suatu perkara, karena temuan 

dari bukti tersebut menjadi dasar pengambilan keputusan. Pengumpulan bukti-bukti 

merupakan fase penting dalam proses persidangan, yang bertujuan untuk 

menetapkan kebenaran peristiwa atau fakta yang diajukan untuk memastikan 

putusan yang adil dan akurat. Seorang hakim tidak dapat mengambil keputusan 

sebelum dapat dipastikan dengan jelas bahwa peristiwa atau fakta tersebut memang 

benar terjadi, artinya kebenarannya harus dibuktikan untuk mengungkap hubungan 

hukum antara pihak-pihak yang terlibat.17 

Selain itu, pertimbangan hakim pada dasarnya harus mencakup aspek-aspek 

berikut:   

a. Isu-isu kunci dan fakta-fakta atau argumen-argumen yang diakui dan tidak 

dapat dibantah.   

b. Analisis hukum terhadap putusan yang memperhatikan seluruh aspek yang 

berkaitan dengan fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan.   

c. Setiap unsur tuntutan Penggugat harus dipertimbangkan tersendiri agar hakim 

dapat mengambil keputusan atas perkara tersebut.   

Hakim sebagai wakil kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dijalankannya 

melalui putusannya. Peran hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara 

yang diajukan, khususnya dalam perkara pidana. Proses ini erat kaitannya dengan 

sistem pembuktian negatif, yang menyatakan bahwa suatu benar, peristiwa, atau 

kesalahan dianggap terbukti berdasarkan bukti-bukti yang disajikan. Selain alat 

 
17Ibid., hlm. 141. 
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bukti yang sah, keyakinan seorang hakim juga dipengaruhi oleh integritas moral 

yang kuat.18 

F. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam cakupan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah 

pertimbangan hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 70/Pid.Sus-

TPK/2023/PN.Sby dan Putusan Nomor  87/ Pid.Sus-TPK /2019/PN.Smg. pada 

kasus tindak pidana gratifikasi kepada pejabat negara dan pertanggungjawaban 

pidana terhadap tindak pidana gratifikasi kepada pejabat negara pada Putusan 

Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby dan Putusan Nomor  87/ Pid.Sus-TPK 

/2019/PN.Smg. 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menjawab permasalahan hukum 

dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan untuk Skripsi ini bersifat hukum normatif. 

Penelitian hukum normatif ini berfokus pada peraturan perundang-undangan yang 

relevan dengan topik yang dibahas penulis, mengkaji keselarasan antara peraturan 

tersebut dengan ketentuan yang tercantum dalam KUHAP.19 

 

 

 
18 Ibid., hlm. 144. 
19 Bambang Wahyu, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, 

hlm.15. 
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2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan berbasis peraturan perundang-

undangan. Cara ini meliputi peninjauan terhadap seluruh peraturan atau undang-

undang terkait dengan permasalahan hukum yang sedang diselidiki, khususnya 

dengan fokus pada aturan-aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana.20 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber 

perpustakaan, bertujuan untuk mengumpulkan dokumen, buku, laporan penelitian, 

pendapat, teori, doktrin, perspektif, dan prinsip yang relevan dengan topik 

penelitian. Oleh karena itu, referensi umum dan khusus yang diperoleh melalui 

penelitian kepustakaan sangatlah penting. Data sekunder dilengkapi dengan data 

primer sehingga menghasilkan informasi yang mencakup : 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan-

putusan pengadilan, antara lain: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 

2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 

Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembar Negara Nomor 76 

Tahun 1981, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209; 

 
20 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 

2009, hlm. 93. 
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3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembar Negara 

Nomor 40 Tahun 1999, Tambahan Lembar Negara Nomor 3874; 

4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 

Tentang   Perubahan     Atas     Undang-Undang    Negara   Republik 

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi, Lembar Negara Nomor 134 Tahun 2001, Lembar 

Negara Nomor 4150; 

5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

6) Peraturan Perundang-undangan lainnya. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur hukum dan temuan kajian 

hukum terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian ini, serta jurnal dan ensiklopedia hukum. Bahan hukum tersebut akan 

dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji dokumen-

dokumen hukum yang ada . 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Metode pengumpulan bahan hukum penelitian ini mengandalkan sumber 

kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum meliputi pencarian sumber daya hukum 

primer, sekunder, dan tersier. Penelitian kepustakaan ini akan mengkaji dan 

menganalisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang meliputi 

deskripsi naratif yang berasal dari karya sastra yang berkaitan dengan KUHAP. 
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5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini berpusat pada 

sumber kepustakaan. Proses ini meliputi pencarian bahan hukum primer, sekunder, 

dan tersier. Tinjauan pustaka akan menganalisis dan membahas data melalui 

pendekatan kualitatif, yaitu dengan membuat deskripsi naratif dari karya sastra 

terkait Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian 

Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.  Analisis data 

kualitatif digunakan karena informasi yang dikumpulkan berasal dari observasi dan 

wawancara terhadap responden, yang kemudian dihubungkan dengan literatur dan 

teori yang ada dan relevan dengan permasalahan yang ada. Analisis ini bertujuan 

untuk mengidentifikasi solusi permasalahan, yang berpuncak pada perumusan 

kesimpulan untuk memperoleh hasil.21 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan yang disusun adalah hasil akhir dari penelitian yang 

dirumuskan sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan ini berfungsi sebagai 

jawaban atas rumusan masalah atau pertanyaan penelitian dan disajikan secara 

ringkas dan jelas untuk mencerminkan temuan penelitian. Kesimpulan dicapai 

melalui penalaran induktif, dimulai dari pengamatan khusus kemudian meluas ke 

penjelasan umum.

 
21 Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji. Penelitian Hukum Normatif. (Jakarta: Rajawali), 

hlm.13 
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